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Abstrak

Desentralisasi dan otonomi daerah telah mentransformasi lanskap legislasi di Indonesia, memberikan

kewenangan pembentukan peraturan kepada pemerintah daerah. Di tengah dinamika ini, Bagian Hukum

Sekretariat Daerah memegang peran sentral dalam mengawal Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk

memastikan produk hukum daerah yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah di Kota Palopo dalam mewujudkan legislasi daerah

yang efektif pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta merumuskan solusi normatif

untuk mengoptimalkan peran tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif

melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach),

penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran

Bagian Hukum masih dominan pada fungsi fasilitasi dan koordinasi, namun belum optimal dalam

memastikan kualitas substansi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Kendala utama yang

dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi perancang peraturan

perundang-undangan (legislative drafter), minimnya program pelatihan yang terstruktur dan

berkelanjutan, serta tantangan dalam proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi. Kesimpulannya, penguatan institusional melalui peningkatan kapasitas aparatur dan

perbaikan mekanisme kerja menjadi prasyarat mutlak untuk mengoptimalkan peran Bagian Hukum

Sekretariat Daerah dalam menghasilkan peraturan daerah yang aspiratif, berdaya guna, dan selaras

dengan sistem hukum nasional. Perkembangan regulasi terkini yang paling signifikan adalah

ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian,

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah (berlaku 23 Oktober 2025), yang mencabut Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dan

memperkenalkan mekanisme e-Harmonisasi berbasis elektronik. Di samping itu, nomenklatur

Kementerian Hukum dan HAM telah berubah menjadi Kementerian Hukum sejak Oktober 2024, sehingga

rekomendasi penelitian ini menemukan konteks implementasi yang lebih konkret dari yang sebelumnya

diperhitungkan.

Kata Kunci: Program Legislasi Daerah, Sekretariat Daerah, Peraturan Daerah, Harmonisasi Hukum,

Perancangan Peraturan Perundang-undangan
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Abstract

Decentralization and regional autonomy have transformed the legislative landscape in Indonesia, granting law-

making authority to local governments. Amidst this dynamic, the Legal Section of the Regional Secretariat plays a

central role in overseeing the Regional Legislation Program (Prolegda) to ensure the quality of local legal products.

This research aims to analyze the implementation of the role of the Legal Section of the Regional Secretariat in Palopo

City in realizing effective regional legislation following the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the

Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on the Formulation of Laws and Regulations. Furthermore, this study

identifies inhibiting factors and formulates normative solutions to optimize this role. Using a juridical-normative

legal research method with a statutory and conceptual approach, this study examines primary and secondary legal

materials. The results indicate that the role of the Legal Section is still predominantly focused on facilitation and

coordination functions but has not been optimal in ensuring the substantive quality and harmonization of draft

regional regulations. The main obstacles encountered include a limited number of human resources qualified as

legislative drafters, a lack of structured and sustainable training programs, and challenges in the harmonization

process with higher-level laws and regulations. In conclusion, institutional strengthening through capacity building

for personnel and improvement of work mechanisms are absolute prerequisites for optimizing the role of the Legal

Section of the Regional Secretariat in producing aspirational, effective, and nationally aligned regional regulations. A

key recent regulatory development is the enactment of Minister of Law Regulation (Permenkum) Number 40 of 2025

on Harmonization Procedures for Draft Regional Regulations and Draft Regional Head Regulations (effective 23

October 2025), which revokes Permenkumham Number 22 of 2018 and introduces an electronic e-Harmonization

system. Additionally, the Ministry of Law and Human Rights (Kementerian Hukum dan HAM) was renamed to

Ministry of Law (Kementerian Hukum) in October 2024, providing more concrete implementation context for the

recommendations of this research.

Keywords: Regional Legislation Program, Regional Secretariat, Regional Regulation, Legal Harmonization,

Legislative Drafting

1. Pendahuluan

Era reformasi di Indonesia telah memicu pergeseran fundamental dalam

paradigma tata kelola pemerintahan, dari model sentralistik menuju desentralisasi

yang diperkuat dengan otonomi daerah. Landasan konstitusional untuk perubahan

ini tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Implikasi yuridis dari kebijakan desentralisasi ini adalah pelimpahan

kewenangan legislasi kepada daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) dan

peraturan lainnya guna menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya. Perda tidak

hanya berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi

masyarakat lokal, serta menjawab kebutuhan spesifik daerah yang tidak terakomodasi

oleh hukum nasional.
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Untuk menjamin agar pembentukan Perda berjalan secara terarah, sistematis,

dan terpadu, diperkenalkan instrumen perencanaan hukum yang dikenal sebagai

Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,

Prolegda berfungsi sebagai pedoman yang mengikat bagi pemerintah daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun rancangan Perda.

Keberadaan Prolegda diharapkan dapat mencegah tumpang tindih regulasi,

memastikan efektivitas, dan menjamin bahwa setiap Perda yang dihasilkan memiliki

landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Namun, dalam praktiknya,

penyusunan dan implementasi Prolegda seringkali menghadapi tantangan, mulai dari

kualitas perencanaan yang kurang memadai hingga rendahnya tingkat realisasi target

legislasi.

Di tengah konstelasi ini, Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda)

memegang posisi yang sangat strategis. Sebagai unsur staf yang membantu kepala

daerah dalam penyiapan kebijakan dan koordinasi administratif, Bagian Hukum

memiliki tugas krusial dalam proses legislasi daerah. Perannya mencakup fasilitasi

penyusunan naskah akademik, perancangan (legal drafting), harmonisasi, hingga

dokumentasi produk hukum daerah. Kualitas kinerja Bagian Hukum secara langsung

memengaruhi kualitas Perda yang dihasilkan. Studi awal berdasarkan dokumen yang

dianalisis menunjukkan bahwa di Kota Palopo, peran Bagian Hukum masih terbatas

pada fungsi fasilitasi dan koordinasi, sementara fungsi strategis seperti penguatan

substansi dan harmonisasi vertikal-horizontal belum berjalan optimal. Temuan ini

diperkuat oleh penelitian lain yang menyoroti tantangan serupa di berbagai daerah,

seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-

undangan dan kurangnya program peningkatan kapasitas yang sistematis.

Urgensi penelitian ini semakin menguat dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 16 Juni 2022 dan mulai berlaku

pada tanggal yang sama yang membawa perubahan signifikan, termasuk penekanan

pada metode omnibus dalam penyusunan peraturan dan penguatan partisipasi publik

yang bermakna (meaningful participation). Perubahan ini menuntut adaptasi dan

peningkatan peran Bagian Hukum agar mampu mengawal proses legislasi sesuai

dengan standar dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baik. Perkembangan regulasi lebih lanjut tercermin dari diterbitkannya Peraturan
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Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian,

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah (berlaku 23 Oktober 2025), yang mencabut Permenkumham

Nomor 22 Tahun 2018, serta perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM

menjadi Kementerian Hukum sejak Oktober 2024 — serangkaian perubahan yang

secara kolektif memperluas ruang sekaligus mempertegas tuntutan terhadap peran

Bagian Hukum Setda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa

masalah krusial. Pertama, bagaimana implementasi konkret peran Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Palopo dalam siklus Prolegda pasca-berlakunya UU No. 13

Tahun 2022? Kedua, apa saja faktor-faktor yuridis dan institusional yang menjadi

kendala dalam optimalisasi peran tersebut? Sejalan dengan identifikasi masalah,

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah implementasi peran

Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam program legislasi di Kota Palopo untuk

menjamin kualitas dan harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan kerangka

regulasi terbaru? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bagian Hukum

Sekretariat Daerah dalam menjalankan perannya pada proses legislasi daerah dan

bagaimana solusi normatif untuk mengatasinya? Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara kritis implementasi peran Bagian

Hukum Setda Kota Palopo dalam Prolegda, serta mengidentifikasi kendala dan

merumuskan rekomendasi kebijakan untuk penguatan perannya. Kontribusi atau

kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang mengaitkan peran

faktual Bagian Hukum di tingkat lokal dengan kerangka regulasi terbaru (UU No. 13

Tahun 2022), serta menawarkan solusi normatif yang kontekstual untuk

meningkatkan efektivitas legislasi daerah di era otonomi yang dinamis.

2. Metode

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum yuridis-normatif.

Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji

dan menganalisis implementasi peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dari

perspektif norma atau kaidah hukum positif, terutama yang berkaitan dengan

pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini tidak menguji hipotesis,

melainkan melakukan analisis terhadap bahan hukum untuk menjawab
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permasalahan yang telah dirumuskan, sejalan dengan karakteristik penelitian hukum

normatif yang bersifat preskriptif dan terapan.

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa

pendekatan (approach) secara simultan:

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini

dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan isu hukum yang dibahas. Ini mencakup, namun tidak terbatas

pada, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan beserta perubahannya, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022. Analisis ini bertujuan untuk memahami hierarki, sinkronisasi, dan

harmonisasi norma yang mengatur peran Bagian Hukum dalam legislasi

daerah.

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan

untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi

landasan teoretis penelitian. Konsep-konsep tersebut antara lain teori negara

hukum, desentralisasi, otonomi daerah, teori legislasi (Gesetzgebungstheorie),

dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

(beginselen van behoorlijke regelgeving). Pendekatan ini beranjak dari

pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk

membangun argumentasi yuridis yang koheren.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

• Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

dan mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang telah

disebutkan sebelumnya, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan,

seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan

Perda.

• Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari bahan-bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber ini mencakup buku-

buku teks (textbooks) hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum nasional dan

internasional yang terakreditasi, hasil penelitian sebelumnya, naskah

akademik, dan pendapat para pakar hukum (doktrin) yang dipublikasikan.
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• Bahan Hukum Tersier: Merupakan bahan penunjang yang memberikan

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel dari sumber daring

kredibel.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan

(library research) dan studi dokumen secara daring. Seluruh bahan hukum yang

terkumpul kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi relevansinya dengan topik

penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik analisis

kualitatif-normatif. Bahan hukum yang ada diinterpretasikan secara sistematis

(systematic interpretation) dan teleologis/sosiologis (teleological/sociological

interpretation) untuk menemukan makna filosofis dan tujuan di balik norma hukum.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif-argumentatif untuk menjawab setiap

rumusan masalah secara mendalam dan sistematis.

3. Pembahasan

A. Implementasi Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Program 

Legislasi Daerah Pasca-UU No. 13 Tahun 2022

Implementasi peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam siklus legislasi

daerah merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menghendaki setiap

tindakan pemerintahan berlandaskan pada hukum (wetmatigheid van bestuur). Pasca-

amandemen konstitusi dan penguatan otonomi daerah, kewenangan pembentukan

Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu pilar utama penyelenggaraan

pemerintahan lokal. Peran Bagian Hukum dalam konteks ini tidak lagi sebatas 'tukang

stempel' atau fungsi administratif semata, melainkan telah bertransformasi menjadi

garda terdepan dalam pengawalan kualitas produk hukum daerah. Analisis terhadap

peran ini di Kota Palopo, dengan merujuk pada kerangka regulasi terbaru, khususnya

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menunjukkan sebuah dinamika yang

kompleks antara peran ideal (das sollen) dan realitas implementatif (das sein).

Secara normatif, peran Bagian Hukum mencakup seluruh tahapan

pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan hingga

pengundangan. Tahap perencanaan diwujudkan melalui penyusunan Program

Legislasi Daerah (Prolegda). Di sini, Bagian Hukum idealnya berperan sebagai

koordinator yang menghimpun usulan rancangan Perda dari berbagai Perangkat

Daerah, menganalisis urgensi dan kelayakannya, serta memastikan usulan tersebut

selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Namun, temuan
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dalam dokumen sumber mengindikasikan bahwa peran ini di Kota Palopo masih

cenderung bersifat pasif dan administratif, yakni sebatas mengkompilasi usulan tanpa

melakukan pendalaman analisis substansi yang memadai. Padahal, menurut

Yuliandri, perencanaan legislasi yang baik adalah kunci untuk menghasilkan

peraturan yang efektif dan tidak saling bertentangan.

Pada tahap penyusunan, peran Bagian Hukum menjadi lebih sentral, yakni

sebagai fasilitator dan perancang (drafter). Fasilitasi dilakukan dalam bentuk

pendampingan penyusunan Naskah Akademik (NA), yang merupakan justifikasi

ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis dari sebuah rancangan Perda. UU No. 13

Tahun 2022 semakin mempertegas pentingnya NA yang berkualitas. Selanjutnya,

dalam proses perancangan, Bagian Hukum bertanggung jawab untuk menerjemahkan

materi muatan yang dikehendaki ke dalam bahasa hukum yang jelas, lugas, dan tidak

multitafsir, sesuai dengan teknik perancangan yang diatur dalam Lampiran II UU No.

12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022. Realitas

di lapangan menunjukkan adanya kendala signifikan pada tahap ini. Keterbatasan

jumlah dan kompetensi tenaga perancang menjadi isu krusial yang menghambat

lahirnya rancangan Perda yang berkualitas.

Tahap yang tidak kalah penting adalah harmonisasi, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2022, proses

harmonisasi rancangan Perda dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum — yang kini

telah mengalami perubahan nomenklatur dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia sejak Oktober 2024 — melalui Kantor Wilayah. Peran Bagian Hukum di sini

adalah sebagai jembatan antara pemerintah daerah dengan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum. Mereka harus memastikan bahwa setiap rancangan Perda yang

diusulkan telah melalui proses harmonisasi untuk mencegah disharmoni, baik secara

vertikal (dengan peraturan yang lebih tinggi) maupun horizontal (dengan Perda lain).

Sebelumnya, mekanisme teknis harmonisasi ini diatur dalam Permenkumham Nomor

22 Tahun 2018. Namun, sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 40

Tahun 2025 (berlaku 23 Oktober 2025), seluruh ketentuan teknis harmonisasi

Ranperda dan Ranperkada kini mengacu pada regulasi tersebut, yang

memperkenalkan platform e-Harmonisasi berbasis elektronik untuk mempercepat

dan meningkatkan transparansi proses harmonisasi. Bagian Hukum Setda harus

segera beradaptasi dengan mekanisme baru ini. Implementasi di Kota Palopo, seperti
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di banyak daerah lain, menghadapi tantangan dalam memastikan setiap catatan hasil

harmonisasi dapat diakomodasi secara tepat dalam rancangan Perda.

Terakhir, pada tahap pembahasan bersama DPRD, pengesahan, dan

pengundangan, Bagian Hukum bertindak sebagai pendamping eksekutif. Mereka

memberikan masukan dan pertimbangan hukum kepada Tim Asistensi Pemerintah

Daerah selama pembahasan di DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan bersama,

Bagian Hukum memproses rancangan Perda untuk penomoran, pengesahan oleh

Kepala Daerah, dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Peran ini, meskipun

bersifat prosedural, sangat vital untuk menjamin legalitas formal sebuah Perda. UU

No. 13 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna

(meaningful participation) dalam keseluruhan proses ini, yang pengawalannya juga

menjadi bagian dari tanggung jawab Bagian Hukum untuk memastikan proses yang

inklusif dan transparan.

B. Kendala dan Solusi Normatif dalam Optimalisasi Peran Bagian Hukum

Optimalisasi peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam program legislasi

tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat multidimensional, mencakup aspek

kelembagaan, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja. Identifikasi kendala ini

menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi normatif yang dapat

diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan produk hukum

daerah.

1) Kendala Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala utama dan paling fundamental yang dihadapi oleh Bagian Hukum di

berbagai daerah, termasuk Kota Palopo, adalah keterbatasan SDM yang memiliki

kualifikasi sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legislative drafter).

Kekurangan ini diperparah dengan belum adanya program pelatihan yang

terstruktur, berkesinambungan, dan masif. Perancangan peraturan adalah sebuah

keahlian teknis yang memerlukan pemahaman mendalam tidak hanya pada substansi

materi yang diatur, tetapi juga pada teori, asas, dan teknik penyusunan peraturan.

Ketiadaan SDM yang kompeten berimplikasi pada rendahnya kualitas Naskah

Akademik dan draf Perda, yang seringkali hanya bersifat copy-paste dari peraturan

di daerah lain tanpa adaptasi konteks lokal, serta rentan terhadap cacat yuridis. Dalam

konteks penguatan kelembagaan JF Perancang, diterbitkannya Permenkumham

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan
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Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan kerangka yang

lebih jelas mengenai jenjang karier, mekanisme pengangkatan, dan evaluasi kinerja

perancang, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah

daerah untuk mendorong pengisian formasi jabatan fungsional tersebut.

Solusi Normatif:

• Penguatan Kebijakan Pengembangan Kompetensi: Pemerintah pusat dan daerah

perlu merumuskan kebijakan yang mewajibkan dan memfasilitasi Pendidikan

dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

bagi aparatur di Bagian Hukum. Kementerian Hukum dapat memperluas

jangkauan program sertifikasi perancang.

• Pembentukan Jabatan Fungsional Perancang: Pemerintah daerah harus secara

proaktif mendorong pengisian Jabatan Fungsional Perancang Peraturan

Perundang-undangan di Bagian Hukum, dengan berpedoman pada

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2023 sebagai acuan teknis. Ini akan

menciptakan jalur karier yang jelas dan insentif bagi aparatur untuk

mengembangkan keahlian di bidang ini.

• Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi: Menjalin kemitraan strategis dengan

fakultas hukum di perguruan tinggi lokal maupun nasional untuk program

magang, pelatihan, dan pendampingan teknis dalam penyusunan Naskah

Akademik dan rancangan Perda.

2) Kendala Kelembagaan dan Mekanisme Kerja

Secara kelembagaan, posisi Bagian Hukum yang berada di bawah Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkadang menempatkannya pada posisi

yang kurang strategis untuk dapat memengaruhi kebijakan legislasi secara

menyeluruh. Selain itu, mekanisme koordinasi antara Bagian Hukum, Perangkat

Daerah pemrakarsa, dan DPRD seringkali belum berjalan sinergis. Perangkat Daerah

cenderung melihat proses di Bagian Hukum sebagai formalitas belaka, sementara

DPRD memiliki dinamika politiknya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan

pertimbangan teknis-yuridis.

Solusi Normatif:

• Revitalisasi Peran sebagai Quality Control: Perlu ada penegasan kembali melalui

Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai peran Bagian Hukum sebagai pusat

kendali mutu (quality control) legislasi. Setiap rancangan Perda wajib
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mendapatkan validasi yuridis dari Bagian Hukum sebelum diajukan ke tahapan

selanjutnya.

• Penguatan Forum Koordinasi Legislasi: Membentuk atau mengaktifkan kembali

forum koordinasi yang melibatkan Bagian Hukum, Bappeda (untuk sinkronisasi

dengan perencanaan pembangunan), Perangkat Daerah terkait, dan Badan

Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD. Forum ini bertemu secara reguler

untuk membahas Prolegda dan isu-isu strategis dalam pembentukan Perda.

• Digitalisasi Proses Legislasi: Mengimplementasikan sistem informasi manajemen

legislasi (e-legislation) yang terintegrasi. Sistem ini dapat memfasilitasi

pengusulan, pelacakan (tracking) draf, proses harmonisasi, dan partisipasi publik

secara digital, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi.

3) Kendala Harmonisasi dan Partisipasi Publik

Proses harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi merupakan tantangan

teknis yang kompleks. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Perda secara

sepihak (executive review) telah mengalihkan mekanisme kontrol ke judicial review.

Hal ini menuntut Bagian Hukum untuk lebih proaktif dan cermat dalam melakukan

harmonisasi sejak awal untuk menghindari pembatalan Perda oleh Mahkamah

Agung. Lanskap harmonisasi tersebut kini berubah secara signifikan dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 yang mencabut

Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018. Regulasi baru ini memperkenalkan

mekanisme e-Harmonisasi — sistem pengajuan dan pelaksanaan harmonisasi

Ranperda dan Ranperkada secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh

Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Perubahan ini sekaligus mengharuskan Bagian

Hukum Setda untuk meningkatkan kompetensi digital aparaturnya dan memperbarui

SOP harmonisasi sesuai dengan ketentuan Permenkum 40/2025. Di sisi lain, tuntutan

untuk partisipasi publik yang bermakna sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2022 juga

menjadi tantangan baru. Partisipasi seringkali masih bersifat seremonial dan belum

mampu menangkap aspirasi publik secara substantif.

Solusi Normatif:

• Penyusunan Pedoman Harmonisasi Internal yang Diperbarui: Bagian Hukum

perlu segera menyusun ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman

internal mengenai tata cara harmonisasi rancangan Perda yang mengacu pada

Permenkum Nomor 40 Tahun 2025, termasuk mekanisme pengajuan melalui e-
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Harmonisasi dan checklist kesesuaian dengan UUD 1945, undang-undang

sektoral, dan peraturan terkait lainnya.

• Pengembangan Model Partisipasi Publik yang Bermakna: Merancang dan

menetapkan model partisipasi publik yang jelas dalam sebuah Perkada, yang

mengatur tentang mekanisme konsultasi publik, dengar pendapat, dan cara

penyampaian masukan secara daring maupun luring. Hasil partisipasi publik

harus didokumentasikan dan dipertimbangkan secara transparan dalam

penyusunan Perda.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi normatif tersebut secara

komprehensif, peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dapat dioptimalkan, tidak

hanya sebagai pemenuhan prosedur administratif, tetapi sebagai motor penggerak

terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, berdaya guna, dan

konstitusional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua

kesimpulan utama. Pertama, implementasi peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Palopo dalam program legislasi daerah pasca-UU No. 13 Tahun 2022 secara

umum telah berjalan sesuai dengan tahapan normatif, namun belum mencapai tingkat

optimal. Peran yang dijalankan masih dominan pada aspek fasilitasi dan koordinasi

administratif, seperti kompilasi usulan Prolegda dan proses pengundangan. Fungsi

strategis dalam penjaminan mutu (quality assurance) melalui pendalaman analisis

substansi Naskah Akademik, penguatan teknik perancangan (legislative drafting),

dan pengawalan hasil harmonisasi belum menjadi fokus utama. Implementasi amanat

terbaru mengenai partisipasi publik yang bermakna juga masih menjadi tantangan

yang perlu dijawab secara lebih sistematis.

Kedua, kendala utama yang menghambat optimalisasi peran Bagian Hukum

bersifat struktural dan fundamental. Faktor paling signifikan adalah defisit sumber

daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai perancang peraturan

perundang-undangan. Hal ini diperburuk oleh minimnya program peningkatan

kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan. Secara kelembagaan, mekanisme

koordinasi lintas sektoral (dengan Perangkat Daerah dan DPRD) yang belum sinergis

serta beban kerja administratif seringkali meminggirkan fungsi strategis Bagian

Hukum.
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Sebagai rekomendasi, diperlukan adanya kebijakan yang terintegrasi untuk

penguatan institusional Bagian Hukum. Rekomendasi utama adalah investasi pada

pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan

fungsional perancang secara masif dan berkelanjutan, serta pembukaan formasi

Jabatan Fungsional Perancang dengan berpedoman pada Permenkumham Nomor 17

Tahun 2023. Selain itu, perlu dilakukan penguatan mekanisme kerja melalui

revitalisasi peran Bagian Hukum sebagai pusat kendali mutu legislasi dan

implementasi platform e-legislation untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Terakhir, pemerintah daerah perlu merumuskan pedoman teknis yang jelas mengenai

tata cara pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna untuk memastikan setiap

Perda yang dihasilkan bersifat inklusif dan aspiratif. Dalam konteks kekinian,

pedoman harmonisasi internal tersebut harus secara khusus mengakomodasi

mekanisme e-Harmonisasi yang diperkenalkan oleh Peraturan Menteri Hukum

Nomor 40 Tahun 2025, sementara seluruh referensi koordinasi dengan Kementerian

Hukum dan HAM harus diperbarui mengikuti perubahan nomenklatur menjadi

Kementerian Hukum sejak Oktober 2024. Kedua pembaruan ini merupakan kewajiban

administratif sekaligus peluang strategis bagi Bagian Hukum Setda Kota Palopo untuk

memodernisasi tata kelola legislasi daerahnya menjelang siklus Prolegda berikutnya.
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